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PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 20062

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

P

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerak, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mojolkerto Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak
Penerangan Jalan periu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf
a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan

Pajak Penerangan Jalan dimaksud dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Menimbang

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan  [Fropinei  jawa  Timur/Jawa
Tengah/ Jawa Berat;

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Jomor 3209) ;

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1957 tentaung
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684; ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak %)aerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) ;
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10.

11.

12.

13,

14.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ten‘ang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hulkum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990
tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik
Negara (Lembarare Negara Tahun 1990 Nomor
21);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138} ;




Menetapkan

16.

18,

20.

22.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Per-
undang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Peme-
rintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1986 tentarg Ketentuan Umum Mengenail
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah ;

Feputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Deerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 199% tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10

Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan ;

Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat I1
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MCJOKERTO
dan
WALIKCTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

a.

b.

N

Daerah, adalah Xota Mojokerto ,

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Mojokerto ;

Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Mojokerto ;

Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatnn
Kota Mojokerto ;

Pejubat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan
yvang berlaku ;

Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota
Mojokerto ;

Bendaharawan Khusus Penerima untuk
selanjutnya disingkat BKP, adalah Benda-
harawan Khusus Penerima pada Dinas
Pendapatan Kota Mojokerto ;

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik

- Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat

PLN adalah Perusahaan Listrik Negara
Cabang Mojokerto yang menjual tenaga
listrik kepada masyarakat ;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak
adalah juren wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang  dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggara-an pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah ; '

Pelanggan adealah setiap orang pribadi atau
badan wusaha yang menggunakan tenaga
listrik dari PLN ;



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang
melalakukan usaha maupun tidak melaku-
kan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, persercan lainnya,
badan usaha milik ' negara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, orgazi-
sasi massa, organisasi sosial palitik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin
atau jangka waktu lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota ;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila
Waijib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tehun takwin ;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah ;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun
pajak  menurut  ketentuan  peraturan
perundang-urdangan perpajakan ;

Pajal< Penerangan Jalan yang selanjutnya
disebut pajak adalah pungutan daerah atas
penggunaan tenaga listrik yang disediakan
oleh PLN ;

Surat Pemberitatuan Tagihan Pajak Daerah
vang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yem% digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan perhitungan dan/atau
lEembayar&ln pajak, ob ek pajak dan/atau
ukan obyek pajak dan/atau harta dan
kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;



Ww.

aa.

burat  Ketetapan Pajak  Daerah, 32111&1%
selanjutnya dapat disingkat SKPD, adal
surat keteta mf pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokokpa]ak

Surat Ketetupan Pajak Daerah Kurang
Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan ang |
menentukan besarnya jumlah poliok pajak
jumlah  kredit pajak, ]umlah kekurangan
pembayaran f‘)oko a;hak' besarnya sanksi
administrasi yang masih harus
dibayar ;

Surat Kete nﬁan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tamb selanjutnya dapat
dJsmgknt SKPDKBT & alah surat Ketem an

ai menentukan tambahan atas ]um]ah
pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,

selan]umia dapat disingkat SKPDLB,
ad gh surat ketetapan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
vang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan yang menentukan ]umlah pokok
pajak sama besarnya dengan kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjut-
nya dapat dxsmgkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan gajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keﬁutusan yang membetulkan kesalahan
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
eraturan perundan ~undangan perpajakan
aerah at dalam SKPD,
SKPDKB, S KBT, S DLB, SKPDN atau
STPD;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap atau
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN atau terhadap Eemotongan
atau pemungumn oleh pihak ketiga yang
digjukan olei \/aiib Pajak;



bb. Daftar Rekapitulasi adalah kumpulan

.

(1)

@
®3)

rekening  listrik yang  dikelompokkan
berdasarkan kode galongan pelanggan ;

Laporan hasil realisasi adalah laporan yang
berisi jumlah yang tercantum dalam
rekening listrik yang diterbitkan, Pajak
Penerangan Jalan yang tertagih dan yang
tidak lunas.

BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan

dipungut pajak atas setiap penggunaan
tenaga listrik ;

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan

. tenaga listrik ;

Penggunean tenaga listrik sebagaimana di
maksud pada ayat (1) adalah penggunaan
tenaga listrik yang berasal dan/atau

disediakan oleh PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah

a.

b.

(1)
@)

Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;

Penggunaan tenaga listrik pada tempat-
tempat yang digunakan oleh Kedutaan,
Konsulat, Perwalilan Asing, dan lembaga-
lembaga internasional dengan asas timbal
balik sebagaimana berlaku untuk Pajak

Negara ;

Penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN
yang khusus digunakan untuk tempat
ibadah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan tenaga listrik ;

Wajib Pajak adalah pelanggan ;



(3)

Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib membayar Pajak Penerangan Jalan
yang terutang setiap bulan bersamaan
dengan pelaksanaan pembayaran rekening
listrik PLN.

BAB I

DASAR PENGENAAN DAN TARIE PAJAK

(1)
(@)

3)

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik ;
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebajai
berikut :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari
PLN dengan pembayaran, Nilai }ual
Tenaga LIStmk adalaﬁ jumlah tagihan
biaya beban ditambah denﬁgj pemakai-
an kwh yang ditetapkan dalam rekening
listrik ;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari
bukan PLN dengan tidak dipungut
bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,
penggunaan listrik  atau  taksiran
penggunaan listrik dan harga satuan
listrik yang berlaku di Daerah.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh
Walikota dengan berpedoman harga satuan
listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebagai berikut :

a.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
PLN, bukan untuk industri sebesar 10 %
(sepuluh persen) ;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga
persen) ;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
bukan PLN untuk industri, sebesar 4 %
(empat persen) ;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
bukan PLN, bukan untuk industri sebesar
10 % (sepuluh persen).




BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah
Kota Mojokerto ;

(2) Besarnya pokok pajak yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan dengan tarif pajak ;

(3) Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka
besarnya pokok terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasar-
kan jumlah rekening listrik yang dibayarkan
oleh pelanggan.

BAB V
FEASA PAJTAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak yang teruteng dalam masa pajak terjadi
sejak diterbitkannya SKPD atau do en yang
dipersamakan,

BAB Vi

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAFAN PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya ;

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada jabat  selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ber-
akhirnya masa pajak ;

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan
penyam-paian SPTPD sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditetapkan cleh Walikota.



(1)

Pasal 11

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) digunakan untuk menghitung,
memperhiturglan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang ;

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (3), Walikota atau
Pefabat menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD ; :

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima oleh Wajib  Pajak,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 % (due persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Dadam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutang pajak, Walikota atau pejabat
dapat menerbitkan

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diterbitkan apabila :

a. Perdasarkan hasil pemeriksaan .atau

 keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutang pajak ;

b, SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak
vang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak ;



@)

4)

%)

(6)

(1)

(2)

c. Kewajiban mengisi SPTPD tidek
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25
% (dua puluh lima persen} dari pokok
{mjak ditambah sanksi administrasi
serupa denda sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penam-bahan
juml CFajak terutang, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebagaimana dimeaksud pada ayat
(1) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak ;

Apabila kewajiban membayar pajak yang
terutang dalam SKPDKB dan SKPDKET
seba% imana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu gang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan ETPD ;
Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri  sebelum  dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAD VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

PLN wajib menyetor hasil penerimaan pajak
ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota ;

Apabila pembayaran pajak dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya tanggal 20 pada bulan berikut-
nya;



(3)

(4)

WASSF

Pemimpin PLN wajib membuat Daftar
Rekapitulasi  rekening listrik  dengan
dilampiri rekening listrik pelanggan dan
disampaikan kepada Walikota ; _
Daftar ~ Rekapitulasi  rekening  listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berfungsi sebagai SPTPD.

Pasal 14

Pembayaran pajek harus dilakukan sekaligus

atau lunas ;

(1)

2

(2)

(3)

(1)

Pasal 15

Setiap  pembayaran  pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan ;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukt
pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Walikota. a

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Peringaten atau
surat lain yang sejenis sebagai awal dndakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
{tujuh)  hari sejak saat jatuk tempo
pembayaran ;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tenggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang ;

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus di
bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana  ditentukan dalam  Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejeris, jumlah pajak harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa;



(2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18 _
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka wakty 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan,
Walikota mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah
ditetapkan cleh Walikota.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib
Pajak dapat memberikan pengurangan dan
penghapusan tagihan pajak yang terutang
sebaginn atau seluruhnya sesuai dengan
eraturan perundang-undangan yang

orlaky

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan
penghapusan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.




BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PEMGURANGAN KETETAPAN DAN PENG-

(1)

(3)

4)

HAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASH

Pasal 23

Walikota  karena jabatan  atau _atas
permohonan Wajib Pajak dapat

a.  Membetulkan SKPD, SKPDKE,
SKPDKBT, dan STPD apabila terdapat
kesalahan dlalam penetapannya ;

b, Men gurar{gkan atau  membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar ;

¢.  Mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga,
dende dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Walikota atau pejabat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

Walilcota atau pejabat paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah
harus memberika keputusan ;

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikota atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan,
pengurangait ketetapan dan penghapusan
atau  pengurangan sanksi administrasi
dianggop dikabulkan,



(1)

(2)

(3)

(4)

©)

(6)

@)

(8)

Al XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib  Pajak de%at mengajukan keberatan
hanya kepada Walikota atau pejabat atas

suatu

a. SKPD; ’

b. SKPDKE;
¢ SKPDKET;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

Permchonan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas ;

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
keberatan atas ketetapan pajak secara
El‘batan, Wajib Pajak harus dapat membukti-
an ketidakbenaran ketetapan pajak ter-

sebut,

Permohonan keberatan harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak  tan gaip SI?PD, SKPDKE,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima
oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud peda ayat (2) dan
ayat  (3) Hdek djaﬁggfég sebagal surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ‘ayat (1) tdak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajax ;

Walikota atau pejabat dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan ;
Keputusan walikota atau japat  atas
permohonan  keberatan ajib  Pajak
sebagaimana dimaksud Eada ayat (3) dapat
berupa menerima sel ya atau sebagian,
menolak atau menambah’ besarnya pajak
yang terutang ;



(9 Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Walikota ateu pejabat tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
keboratan dianggap dikabulkan.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan
banding hanya kepada Badan Penyelesaian
Cengketa  Pajak  terhadap  keputusan
mengenai  keberatannya yang ditetapkan
vleh Walikota atau pejabat ;

{(Z} Pormobonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan tersebut ;

(3) Pengajuan permohonan banding sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) tdak
menunda kewgjiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 24 atau banding
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran  pajak  dikembalikan  dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1) Wajib Pajak mengajukan permchonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Walikota secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.



(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12
(dua) Dbelas bulan sejak  diterimanya
permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila  jangka  waktu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota
tidak memberikan keputusan, permochonan
pengembalian kelebthan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitlkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan ;

(4} Apebila Wajib Pajak mempunyai utang pajak
lainnya, kelebinan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan/ dikompensasikan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan  Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayar-
an pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2 7 (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28
Apabila kelebthan pembayaran pajak diperhi-
tungkan dengan utang pajak lainnya, sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4),
pembayarannya  dilakukan  dengan  cara
pemindahbukuan dan bukti pemindehbukuan
juga berlaku sebagai bukt pembayaran.

BAB XilI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Wajib FPajek yang memenuhi kruteria
tertentu wajib menyelenggarakan pembuku-

an,;



{2)

1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan
diatur oleh Walikota.

Pasal 30

Walikata atau pejabat berwenang melakukan
pemeriksaan  untuk  mengu;ji kepatuhan
pemenuban kewajiban perpajakan daerah
dalam rangka melaksanakan Peraturan
Daerah ;

Wajib Pajak yang diperiksa wajib

4. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku, atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain
yeng berhubungan dengan obyek pajak
yang teru t'ang ;

b. Memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan yang

dianggep perlu dan memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan ;

. Memberikan keterangan yang diperlu-

Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh
Walikota,

Pasal 31

Setiap pefabat  dilarang memberitahukan
kepada pihak lain yang tidak berhak, segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalan-
kan ketentuan Peraturan Daerah ;

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunfuk oleh Walikota untuk membanty
dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah ;

Dikecualikan dari kelentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

a. Pejabat dan tenaga ahli yang berlindak
sebagai saks{ atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan ;




(4)

1)

(2)

(1)

b, Pejabat atau tenaga ahli yang
memberikan keterangan kepada pihak
lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Untuk  kepentingan  daerah, Walikota
berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan  tenaga-tenaga ahli  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan
keterangan, memperlihatkan bukt tertulis
darim atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuknya.

BAB X1V
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan pajak,

kadaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan daerah ;

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat
Paksa atau ;

b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib
Pajak baik langsung maupun Hdak
langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (eatu) tahun dan/atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang ;



(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana dpex(?'ara aling lama
2 {dua) tahun dan/atau denda paling banyak
4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang,.

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 aivat (1) dan ayat (2) tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak “saat  terutangnya pajak  atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI1
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan  Pemerintah ota  diberi
wawenang Khusus sebagal Penyldik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimak-
sucl pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan  mengenai orang pribadi
atau  badan  tentang  kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Pajuk Daerah
tersebut ;

c. meminta keterangan dan bahan bukd
dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah ;



d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Pajak
Daerah ;

e. melakukan  penggeledahan  untuk
mendapatkah bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokuwmen lain,
serta melaku-kan penyitaan terhadap
bahan bukt tersebut ;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang atat dokumen yang dibawa seba-
gaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang  berkaitan
dengan tindak pidana Pajak Daerah ;

i,  memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang periu
untuk kelancaran yidi tindak
idana di bidang Pajak Daerah menurut
nukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajek
Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.



Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur  dalam

Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
elaksanaannya akan diatur dalam suatu naskah
erja sama antara Walikota dan Pimpinan PLN.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai  berlaky pada
tanggal diundangkan.

Agar setap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan venempatan dalam Lembaran
Daerah Kota Mojckerto,

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juh 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd. |

TEGOEH SOEJONO, S.H

2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir BACHTIAR SUKQ KARJADJI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MQJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 1/B

i v b pian hokunuperda2007 teb,



il

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTAMG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagal tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomwor 24 Tahun 2000 sebagai perubshan Undang-undang Nomor
18 Tehun 1997 tentang Pajak Igae‘rah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah
yang luas, nyata dJdan bertanggung jawab, pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan d)aemh yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan
di Kota Mojoketto yang dltetap}qm dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah
ini secara tegas diatur mengenai hak dan keweajiban serta sanksi
terhadap ‘penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan,
benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Peratiiran Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 1, Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasel 3 huruf a : Yang dimaksud den

Instangi  Pemerintah  dan
Pemerintah Daerah adalah
fasilitas yang digunakan
untuk penyelenggarann
pemerintahan pusat, daerah
dan desa, tdak termasuk
BUMN., BUMD dan

BUMDes.
huruf b . Cukup jelas
huraf ¢ : Cukup jelas

Pasal 4 sampai dengan Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1) huruf a : Cukup jelas



Pasal 24

huruf b

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (5)
ayat (6)

huruf ¢

Walikota karena jabatannya
dan  berdasarkan  unsur
keadilan dapat mengurang-
kan  atau  membatalkan
ketetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak
ﬁang ditolak  pengajuan
eberatannya karena tidak
memenuhi  persyaratan for-
mal (memasukkan Surat
Ketetapan tidak pada waktu-
nya) meskipun persyaratan

material terpenuhi.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Apabila Wajib Pajak berpen-
dapat bahwa jumlah pajak
dalam Surat Ketetapan Ba'ak
dan pemungutan tidak seba-

aimana mestinya maka

ajib Pajak dapat mengaju-
kan keberatan hanya kepada
Walikota yang menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak.

Keberatan yang diajukan
adalah terhadap materi atau
isi derl ketetapan dan mem-
buat perhitungan jumlah
yang seharusnva dibayar
menurut perhitungan Wajib
Pajak.

Suatu keberatan harus diaju-
kan terhadap setu jenis pajak
dan satu tahun pajak.

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang  dimaksud dengan
keadaan di luar kehendak/
kekuasaan  Wajib  Pajak,
misalnya Wajib Pajak sakit
atau terkena  musibah
bencana alam.

Cukup jelas
Cukup jelas



Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

ayat (7)

ayat (8)
ayat (9)

26

27 sampai dengan Pasal 31

32 ayat (1}

ayat (2) huruf a

huruf b

Maksud ayat ini adalah
urtuk memberikan kepastian
hukum kepada Wajib Pajak
maupun fiskus dalam rangka
tertib  administrasi,.  Oleh
karena  keberatan  yang
diajukan Wajib Pajak harus
diberikan Keputusan oleh
Walikota  dalam  jangka
weaktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak Surat
Keberatan diterima.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cuxup jelas

Imbalan  bunga  dihitung
sgjak - bulan  pelunasan
sampal dengan diterbitkan-
nya Surat Ketetapan Pajalk
Daerah Lebik Bayar.

Cukup jelas

Saat kadaluwarsa penaygihan
pajuk ini perlu  ditetapkan
untuk memberikan kepastian
hukum kapan utanp pajak
tersebut tdak dapat i tagih
lagi.

Dalam hal diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Paksa,
kedaluwarsa penagihan dihi-
tung sejak tanggal penyam-
paian Surat Paksa tersebut,

Yang  dimaksud  dengan
pengakuan hutang pajak se-
cara langsung adalah Wajib
Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempu-
nya! utang pajak dan belum
melunasinya kepada Peme-
rintah Daerah.



Pasal 33 sampai dengan 38

Yang dimaksud dengan

pengakuan utang secara

tidak langsung adalah Wajib

Pajak tidak secara nyata-

nyata langsung menyatakan

behwa ia mengakui utang
pajak  kepada Pemerintah

Daerah, :

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan
permchonan
angsuran/penundaan
pembayaran.

- Wajib Pajak mengajukan
permohonan keberatan.

Cukup jelas.



